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Catatan untuk presentasi (TOR) 
“Melindungi Ruang, Menjaga Harapan” Diskusi & Peluncuran Laporan Studi 
Kerangka Hukum Pelindungan Civic Space di Indonesia 

▪ Materi civic space 
dalam pembahasan
ranah akademik

▪ Pengaruh shrinking 
civic space dalam
ranah akademik



Kajian PSHK dan
Rekomendasi Ranah Akademik

▪ 24-25 – Prinsip Surabaya untuk 
Kebebasan Akademik 

▪ 62-53 – UU Pendidikan Tinggi –
pasal 9 (1) jo. 13 (3) 

▪ 118-131 – Larangan dan
Hambatan Diskusi Publik

▪ 195 – Kajian terkait dengan
ajaran Marxisme

▪ 200-205 – Kebijakan anti sains
dan pemberangusa riset 

▪ 257 – Rekomendasi kajian



Dasar Konstitusional, UUDNRI 1945



Academic Freedom: 
“Standard and Its Interpretation”





▪ Indeks mengonfirmasi tren

penurunan di banyak

negara terkait kebebasan 

akademik. 



Mengapa tekanan di ranah akademik terus terjadi? 

1. Tidak ada/terbatasnya otonomi universitas + intervensi politik negara/menteri
untuk mengangkat rektor, tindakan administratif

2. Warisan feodalisme

3. Tidak ada/terbatasnya kerangka hukum untuk melindungi kebebasan akademik + 
lemahnya tradisi kebebasan akademik

4. Mengontrol/pengendalian penelitian, publikasi dan kelembagaannya

5. Kebijakan supresif untuk membungkam kritik + kooptasi dan/atau hegemoni negara 
dalam mendisiplinkan akademisi dan peneliti hubungan kekuasaan oligarki

6. Kebijakan/kriminalisasi menyasar pada kritik/protes, serangan digital – serangan
kekerasan – defamasi, kritik ke pemerintah, diskusi akademik (Kasus CLS), peretasan
hasil riset, persekusi / doxing



Pembungkaman dengan narasi anti 
sains, menguat, termasuk Dalam 
melemahkan pendiseminasian hasil-
hasil kajian.







Recommendation, August 31, 2022
KIKA and SAR urge UN member states to call on Indonesia to

(1) Publicly commit to protecting and 
promoting academic freedom, university 
autonomy, and rights that are 
fundamental to higher education 
communities, especially freedom of 
expression, freedom of assembly, and 
freedom of association; 

(2) Refrain from the use of force or legal 
actions intended to restrict or punish 
scholars’ and students’ exercise of 
academic freedom and related rights; 

(3) Investigate violations of scholars’ and 
students’ academic freedom and related 
rights, and hold perpetrators accountable;

4. Establish an ombudsperson tasked with 
receiving and responding to academic 
freedom concerns at public and private 
higher education institutions; 

5. Revise the ITE Law and Science Law to 
conform to national and international legal 
standards and obligations relating to 
academic freedom and freedom of 
expression; and 

6. Strengthen university autonomy and reduce 
the risk of corruption in state higher 
education institutions, including by allowing 
university senates greater control over rector 
appointments.



Tantangan Pembaruan Hukum, 
Ranah Akademik 

▪ Prinsip-Prinsip Surabaya Kebebasan Akademik diadopsi
dalam SNP/Standar Norma dan Pengaturan Komnas 
HAM, No. 5 Tahun 2021 [ + 2018 diadopsi SEAHRN ]

▪ Tantangan menguatnya ‘authoritarian rule’ dan 
pelemahan demokrasi – berdampak pada kendali riset, 
pembungkaman ilmuwan, dan pendisiplinan
kampus/institusi riset – ‘security clearance’

▪ Konteks transformasi digital yang memperlihatkan
kecenderungan kuat ‘digital authoritarianism’
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